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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Teoritis Mengenai Kriminologi   
1.  Pengertian Kriminologi  
  Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali ditemukan 
oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Prancis. 
Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan 
dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti 
ilmu tentang kejahatan.9  
  Beberapa peneliti memiliki pendapat masing-masing mengenai 
kriminologi, diantaranya yaitu:10 
a. Sutherland, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, 
pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.  
b. Paul Mudigdo Moeliono, menyatakan bahwa tidak sependapat 
dengan yang dikatakan Sutherland dan dia memberikan definisi 
kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai masalah manusia.  
c. Michael dan Adler, menyatakan bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
 
9 Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2010, Kriminologi, PT raja grafindo, Jakarta, Hlm. 9. 
10 Ibid, Hlm. 10-12. 
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penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggota masyarakat.  
d. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasar teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.  
e. Noach merumuskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut 
orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela 
itu.  
f. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology Of Crime and 
Deliquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah 
keteranganketerangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan 
faktorfaktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya  
Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan 
dihubungkan dengan masalah prostitusi ini adalah : 
 
 
 14 
 
a. Teori Anomie  
Teori anomi adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu 
masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur 
kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor 
inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi 
konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin 
dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada 
norma yang berlaku.11 
Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan 
norma dalam masyarakat   sebagai penyebab penyimpangan, di 
mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara 
yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan 
kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan 
beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah 
penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma 
masyarakat dalam waktu yang sangat  lama, sementara orang atau 
kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang 
mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini 
(misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi 
penyimpangan dari pada kelompok lainnya.   
 
 
 
11 Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88. 
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b. Teori Kontrol Sosial  
Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada 
lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau 
macetnya integrasi social.12 Manusia dalam kontrol sosial 
dipandang sebagai mahluk moral murni, oleh karena itu, manusia 
memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori 
kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan 
kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol 
sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan 
kejahatan tetapi berorientasi  kepada pertanyaan mengapa tidak 
semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada 
hukum. 
Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu 
“Personal Control”  dan  “Sosial Control”. Personal Control  adalah 
kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai 
kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di 
masyarakat. Sedangkan Sosial Control  adalah kemampuan 
kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat 
melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi 
efektif. Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus 
diperhatikan : 13 
 
12 Ibid. Hlm 101.   
13 Ibid. Hlm. 105. 
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a. Attachment (Kasih sayang)  
Attechment  adalah kemampuan manusia untuk 
melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika  Attachment  
sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka  terhadap 
pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan 
pisikopat, jika pisikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang 
disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi. 
Attachment dibagi menjadi dua bentuk yaitu : 
b. Attachment Total  
Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas 
rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan 
rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang 
mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena 
melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang  lain. 
Tujuan akhir dari  attachment  ini adalah, akan mencegah 
hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.  
c. Attachment Partial 
Suatu hubungan antara seseorang individu dengan 
individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan 
kepada peleburan ego yang  lain, akan tetapi karena hadirnya 
orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan 
kata lain,  Attachment partial hanya akan menimbulkan 
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kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya 
oleh orang lain. 
d. Commitment (keterikatan seseorang pada subsistem)  
Commitment  adalah keterikatan seseorang pada 
subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan 
organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang 
terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan 
oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang 
tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan 
di taatinya oleh individu.  
e. Involvement (keterlibatan)  
Involvement  merupakan aktivitas seseorang dalam 
subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam 
organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan 
deviasi, artinya: “Apabila  individu aktif di  segala kegiatan 
maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan 
tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual 
tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat 
melanggar hukum”. 
f. Beliefs (Kepercayaan)  
Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam 
ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang 
pada nilai-nilai moral yang ada. 
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1. Objek Kriminologi  
Jadi secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai 
pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam kiminologi 
mencakup tiga hal, yaitu:14 
1) Kejahatan 
Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita 
tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga 
para sarjana  hukum memberikanbatasan tentang  kejahatan yang 
digolongkan dalam tiga aspek, yakni: 
a. Aspek Yuridis 
Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh 
aturan hukum pidanadilarang dan diancam dengan pidana, barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan 
pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, 
untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak 
undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa 
tersebut tercipta.15 
b. Aspek Sosiologis 
Kejahatan dari aspek sosiologis mencari alasan-alasan 
perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, 
 
14 Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 
13 
15 . M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 1994, hlm 45. 
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memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang 
menyebabkan seseorang melakukan aktivitas kriminal.16 
a. Aspek Psikologis 
Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi 
kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang 
bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Perbuatan yangn bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang 
(abnormal) yang sangat erat kaitannnya dengan kejiwaan individu.17 
2) Pelaku  
Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari 
kriminlogi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat 
kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, 
kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat 
dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan 
sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar 
hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku 
adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan 
penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah 
kebijakan hukum pidana baru.  
 
16 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., hlm. 57. 
 
17 Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum 
dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun,hlm. 31-32 
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3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. 
Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang 
dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan 
studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk 
mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat 
terhadap pelaku kejahatan.18 
2. Ruang Lingkup Kriminologi  
Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:19  
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana yaitu:  
a. Definisi kejahatan  
b. Unsur-unsur kejahatan  
c. Relativitas pengertian kejahatan  
d. Penggolongan kejahatan  
e. Statistik kejahatan  
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (Breaking of laws). Yang dibahas dalam 
etiologi kriminal (Breaking of laws) adalah:  
a. Aliran-aliran (mazhab) krminologi  
 
18 H. M Ridwan dan Ediwarman, Op. Cit., hlm. 81 
19 A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm 2-3.  
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b. Teori-teori kriminologi  
c. Berbagai perspektif kriminologi  
3. Reaksi terhadap pelnggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum  berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). yang dibahas dalam bagian ketiga 
adalah perlakuan tehadap pelanggarpelanggar hukum (reacting 
toward the breaking of laws) antara lain:  
a. Teori-teori penghukuman  
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative 
B. Tinjauan teoritis dan yuridis mengenai Prostitusi 
1. Pengertian Prostitusi  
Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual 
sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan 
berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, 
promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.20 Pelacuran atau prostitusi 
adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk 
uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering 
disebut dengan istilah pekerja seks komersial(PSK). Di Indonesia pelacur 
 
20 Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
Hlm. 159.  
 22 
 
sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini 
menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk 
hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila 
tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap 
melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena 
melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di 
masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan 
tercecer seputar mereka dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan 
pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit 
menular seksual, seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas 
tanpa pengaman seperti kondom.21  
Menurut Purnomo dan Siregar: Prostitusi, pelacuran atau 
persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak 
lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan pemuas nafsu seks 
si pembayar, yang ia lakukan diluar pernikahan.22  
Menurut W.A. Bonger, prostitusi yaitu gejala kemasyarakatan 
dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual 
sebagai mata pencaharian.23  
Menurut P.J. De Brune Van Amstel, prostitusi adalah penyerahan 
diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.24  
 
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran, Diakses tanggal 4 Juni 2018.  
22 Bagong Suyanto, Op. Cit, Hlm. 159-160.  
23 Kartini Kartono, 2011, Patologi Sosial (Jilid1),  Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 182.  
24 Ibid., Hlm.183.  
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Menurut Kartini Kartono, prostitusi yaitu bentuk penyimpangan 
seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak 
wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks 
tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksplotiasi dan 
komersialisasi seks, yang impersional tanpa afeksi sifatnya.25  
Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif 
yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:26 
a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk 
menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan 
kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang 
pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.  
b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga 
tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.   
c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan 
pertimbanganpertimbangan ekonomis untuk mempertahankan 
kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan 
status sosial yang lebih baik.  
d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan 
ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. 
Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.  
 
25Ibid, Hlm. 185. 
26 Ibid.,Hlm. 245. 
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e. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan 
pekerjaan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.  
f. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film-film biru, gambar-
gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang 
mempraktikkan seks dan lain-lain.  
g. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan 
patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk 
tetap mempertahankan pekerjaannya.  
h. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, 
disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar 
hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.  
i. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken 
home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan 
partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, 
tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia 
pelacuran.  
j. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak 
sempat membawa keluarganya.  
k. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock 
mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, 
ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan 
abnormalitas seks.  
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l. Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun 
terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.  
m. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh 
pihak suami.  
2. Prostitusi Dalam  Hukum Pidana (KUHP) 
Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara 
berbedabeda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada 
pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia 
termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana 
Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula 
hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-
ungan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam 
pasal 296, 297 dan pasal 506.  
Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa  
“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai 
pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima 
belas ribu rupiah”.    
 
Pasal 297 menyatakan bahwa  
 
“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum 
dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.  
 
Sedangkan pasal 506 menyatakan bahwa   
“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun”. 
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3. Prostitusi Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik  
Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet 
konsumen lelaki keranjang sampah kendati kerap pula digunakan untuk 
menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan “bawah 
tanah”. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat 
dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar 
kesusilaan.  
Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui 
UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat 1 UU  ITE menyatakan:  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan”27 
 
Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud 
dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi 
online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga 
mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, 
menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, 
gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat 
tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UUITE.  
Kini apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan 
schennis der eerbarheid ? Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan 
 
27 UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
 27 
 
melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan 
masyarakat.perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang 
kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. 
Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian 
rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya 
tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak 
jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui 
pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: 
bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin 
orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan 
penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.28 
Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi 
online kiranya dapat menerapkan pasal dalam UU ITE. Dengan 
kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan 
pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi online.29  
4. Prostitusi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini. Di atas telah kami 
jelaskan bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas 
seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni 
apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa 
paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut 
 
28 Adami Chazawi. 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Rajawali Pers.  
Hlm. 16.  
29 http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-menjerat-prostitusi-online.html. Diakses 
pada 4 Juni 2018. 
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dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan 
perda daerah setempat.   
Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan 
ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan 
pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana 
berdasarkan “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU No. 21/2007”). Tindakan tersebut 
dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau 
tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh 
pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi il maupun immateriil 
(Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007).” 
Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi seperti berdasarkan 
Pasal 2 ayat (1) UU 21 tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).30  
 
30http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-
yangmendirikan-tempat-prostitusi, dikutip tanggal 4 Juni 2018.  
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C. Pengertian Media Online  
Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang 
tersaji secara online di internet. Pengertian Media Online dibagi menjadi dua 
pengertian yaitu secara umum dan khusus: 
a) Pengertian Media Online secara umum 
Segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet 
berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, 
media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara 
online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, 
mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial 
media) masuk dalam kategori media online. 
b) Pengertian Media Online secara khusus  
Terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. 
Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang 
keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti 
publisitas dan periodisitas.31 
Media online merupakan media baru (new media) dengan cara 
penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni media 
cetak dan media elektronik. Media online membutuhkan perangkat berbasis 
komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi. Internet 
dengan karakternya yang tidak terbatas, menjadikan pengguna internet bebas 
 
 31 M.Romli, Asep Syamsul. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola 
Media Online ( Bandung, Nuansa Cendekia, 2012) Hal 34. 
 30 
 
dalam bermedia. Penggunaan istilah media online sering diartikan sebagai situs 
berita atau praktik jurnalistik secara tertulis yang dipublikasikan melalui 
internet. Namun, menurut Ashadi Siregar, media online dapat diartikan sebagai 
sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan 
multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, website 
(situs web), radio online, TV online, pers online, mail online dan lain 
sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang 
memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya.32 
Menurut Romli (2012:30), Per definisi, online media (media online) 
disebut juga cybermedia (media siber), internet media (media internet), dan new 
media (media baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di 
situs web (website) internet. Secara teknis atau fisik, media online adalah media 
berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk 
kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog dan 
media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, TV online, dan email.33 
Inilah keajaiban teknologi informasi terkini. Komuterisasi, menurut Bittner 
(1986:314), membuat pemberitaan dapat dikirim, disebar, dan diterima dalam 
kepingan data-data. Kecepatan ruang-waktu elektronika dipakai untuk 
mengantarkan pesan bergambar dan bersuara (multimedia). Teknologi 
digitalisasi membuat informasi dapat diakses siapa pun dan dimana pun secara 
privat. Publik dewasa ini tak hanya mengenal surat kabar, majalah, radio, atau 
 
   32Agung Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan, 
hlm. 20.  
 33 Romli, Asep Syamsul M. Jurnalistik Online. Panduan Praktis 
Mengelola. Media Online.  (Bandung : Nuansa Cendikia. 2012). h. 30. 
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televisi sebagai media massa, tetapi juga situs-situs berita di dalam ruang cyber. 
Media massa bertambah anggota dengan kelahiran situs-situs berita di ruang 
cyber dalam kategori yang disebut dengan Portal Berita. Portal berita terdiri 
dari dua kata, yaitu portal dan berita. Portal memiliki pengertian sebagai situs 
atau halaman web, sedangkan berita dapat didefinisikan sebagai informasi 
terbaru mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Jadi, secara umum portal berita 
dapat diartikan sebagai situs atau halaman web yang berisi mengenai berbagai 
jenis berita.34 
Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan 
informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami 
perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media 
elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi dan internet. 
Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik 
yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet.35 
Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau 
dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam 
Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik 
lainnya”.  
 
34 Septiawan Santana K. Jurnalisme Kontemporer. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
2005). Hlm. 133 
35http://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-indonesia/ Diakses 
tanggal 4 Juni 2018. 
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D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 
Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik criminal 
sebagai pengaturan atgau penyusunan secara rasional usaha-usaha 
pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang 
lebih luas, yaitu kebijakan social. Fenomena kejahatan tindak pidana sebagai 
salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap 
bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan bentuk social, bahakan masalah 
kemanusian maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya 
penanggulangan kejahatan atau biasa disebut kebijakan 
criminal.penanggulangan yaitu sebagal daya upaya yang dikaukan oleh setiap 
orang maupun Lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai 
dengan hak asasi manusia yang ada.36 
Upaya penanggulangan tindak pidanan dibagi menjadi dua, yaitu : 
a) Upaya Preventif 
Upaya Preventif adalah upaya yang masih dalam dalam tataran 
pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana / kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan. 
 
 
 
36 Badra Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebjiakan Hukum Pidana. Bandung. PT 
Citra Aditya Bakti. Hlm. 49 
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b) Upaya Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan huku dengan menjatuhkan 
hukuman.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm 79-
80 
